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PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFOR蜘ASI DAN DOKU案はENTASI

PEMBANTU PADA DINAS PENANA】膿AN MODAL DAN PELARANAN

P田RIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATE珊LABUHANBATU UTARA

DINAS PENANAMAN舶ODAL DAN PELAVANAN PERIZINAN TERPADU SATU

P案NTU KABUPAT置Ⅳ LABUHANBATU UTARA,

Menimbang　　: a.　bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan

informasi, Serta meWujudkan pelayanan cepat, tePat

dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, Perlu menuI可uk P匂abat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b.　bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara

Nomor : 480/187/DISKOMINFO/2017　tentang

Pembentukan P句abat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dan P匂abat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu

Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi saat ini;

C.　bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, Perlu menetapkan

Keputusan KEPARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

PINTU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang

Penurtjukan P匂abat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu di Lingkun翠an DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu

Utara yang ditetapkan dengan Keputusan DINÅS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU.

Mengingat　　: 1. Undang-Undang Nomor 14　Tahun　2008　tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　20O8　Nomor　61,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Inqonesia
Nomor 4846);

2. Undang…



2. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2008　tentang

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di

Provinsi Sumatera Utara　(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　20O8　Nomor　96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4896) ;

3.　Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2OO9　tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　　　2009 Nomor l 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38) ;

4. Undang-Undang Nomor　43　Tahun　2009　tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　　20O9　Nomor152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);

5.　Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebaga王mana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor　9　Tahu竺　2015

tentang perubahan Kedua Atas U‾ndang-Undang

Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6.　Peraturan Pemerintah Nomor　58　Tahun　2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor’4578圧

7.　Peraturan Pemerintah Nomor　61　Tahun　2OIO

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5 149);

8. Peraturan Menteri Dalam Nege正Nomor 13　Tahun

200る^　ten七ang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nege正

Nomor 21 Tahun 2Oll tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 20O6 tentang pengeblaan Keuangan Daerah

(Behta Negara Republik Indonesia Tahun　2011

Nomor 310);

9.　Peraturan Menteri Dalam Nege正　Nomor 3 Tahun

2017　tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementreian Dalam Negeri dan Pemehntah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun　2O17

No皿or 157);

10. Peraturan…



Menetapkan

KE SATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Dalam Nege正Nomor 52 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provin si d an

Kabupaten/ Kota ((Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol l Nomor 704);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun　2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun　2013

tentang Prosedur Penyelesain Sengketa Informasi

Publik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nomor　4　Tahun　2O16　tentang Perangkat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor

5,　Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Nomor 89);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nomor l Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tahun Anggaran 20 18;

15. Keputusan Bupati labuhanbatu Utara Nomor

480/ 187/DISKOMINFO/2017　tentang Perubahan

Keputusan Bupati l息buhanbatu Utara Nomor :

480/ 206 / HUMASINFORKOM/ 2O 1 5　　　　　tentang

Penu両ukan P匂abat Pengelola Infomasi dan

Dokumentasi dan P匂abat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu

Utara.

蘭島聞けでUSKA蘭:

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INF‘ORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU KABUATEN LABUHANBATU

UTARA.

Menunjuk P句abat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERRADU SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu

Utara, Sebagaimana tercantum dalam Lampffan l

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Tugas P匂abat Pengelola Informasi dan Dokumtasi

Pembantu (PPID Pembantu) , Sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, yaitu :

a. Membantu PPID dalam melaksanakan

tanggun由awab, tugaS dan kewenangannya;

b. Menyampaikan …



KETI GA

KEEMPAT

KELIMA

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi

kepada PPID secara berkala dan sesuai

kebutuhan ;

C. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam

Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik

Serta Dokumentasi;

d. Membuat, mengumPulkan serta memelihara

informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan

Organisasi unit keIjanya;

e. Melakukan penyelesaian dan peng巾ian data dan

informasi publik;

f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan

informasi.

Stuktur Organisasi PQjabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu　(PPID Pembantu) ,

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Segala pembiyaan yang ditimbulkan oleh kegiatan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

BelaI可a Daerah pada DPA DINAS PENANAMAN

MODAL DÅN pELAYANÅN PE良IZINAN TE良pÅDU

SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Keputusan ini berlaku sQjak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hah terdapat kekeliruan di

dalannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

me stinya.

Ditetapkan di　: Damuli Kebun

Pada tanggal　:　September 2018

KBPALA DINAS PENANA舶AN MODAL DAN

P田LAEA鮒AN PER重Z量NAN TERPADU SATU

Tembusan Keputusan i血disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (Sebagai laporan);

2・ KepaぬDinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Uta宣・a;

3. PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara;

4. Yang bersangku綻m untuk diketahui dan di]aksanal勤n・



LamPiran　: KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

UTARA

Nomor 7OO/　/DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

PINTU /VHI/2018

Tanggal SEPTEMBER 20 1 8

Tentang　: PENUNJURAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMABNTU DI DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

UTARA

SUSUNAN KEANGGOTA鮒PPID PEMBANTU DINAS PBNANA蘭AN ]随ODAL

DAN PEI,ARANAN PER重Z重NAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA

Ⅳo �i JABATANDAI,AM:PP霊D �JA重A骨AⅣ 

1 �2 �3 

l �Pengarah/AtasanPPID �Kepala　Dinas　Penanaman　Modaldan 

PelayananPerizinanTerpaduSatuPintu 

2 �PPID �Sekretaris 

3 �Sekretariat �Plt.Kasuba蜜Umum 

4 �Bidang　　Pelayanan　　dan �KepalaBidangPerizinan 

Dokumentasi 

Sta∬ Anggota 

5 �BidangPengolahanDatadan �KepalaBidangPenanamanModal 

PengelolaanInformasi 

Sta∬ Anggota 

6 �Bidang　　　　Penyelesaian �Plt.Kasubagprogram 

SengketaInformasi 

-Sta∬ Anggota 

騰PALA D重NAS PENAⅣAMAN MODAL DAN

PER重ZINAN T田RPADU SATU

軸EⅣ LABUHANBATU UTARA
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